
Menim bang 

WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 

NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TUAL 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TUAL, 

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 20I7 perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Penjabaran Anggaran 

endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
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b. bahwa berdasarkan pertirbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walkota 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1999 Noor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851]; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286]; 

4. Undang-Lndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355y, 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pereriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Narmor 66, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia 
Nomr 4400; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2DO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

7, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438]; 

8. Undang-Undang Noror 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Noror 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2DI1 tentang Ferbentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234j, 
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11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 5495; 

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568]; 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Noror 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 'Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Noror 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Notor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubite 
Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Noror 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578]; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan St#ndar Pelayanan 
Mirimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585]; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4592); 
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20. Pereturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ten.tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noror 47, Tambe.han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norr 4712; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nmor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Noror 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Noror 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarrbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagairmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Noror 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomo 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembanan Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Noror 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia iomor 5694]; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoran Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana telah diubah terakhir dengan Feraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua etas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Noror 2036]; 

30, Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

31. Peraturan Daerah Kota 'Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang tentang Pokokx- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kota Tual 

Noror 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7081); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANNA DAERAH KOTA TUAL 
TAHUN ANGGARAN 2017 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 207 terdiri atas : 

J) Pendapatan: 

a) Pendapatan Asli Daerah 

b) Dana Perimbangan 

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

Jumlah Pendapatan 

2) Belanja : 

a) Belanja Tidak Langsung: 

1 Belanja Pegawai 

2. Belanja Subsidi 

3. Belanja Hbah 

5. Belanja Bantuan Keuangan 

6. Belanja Tak Terduga 

Jumlah Tidak Langsung 
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Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

21.911.322.661,00 

526.350.097.000,00 

77 .093.5B0.100,00 

625.354.999.761,00 

Rp. 163.165.529.000,00 

Rp. 1.900.000.000,00 

Rp. 19.523.700.000,00 

Rp. 65.749.842.100,00 

Rp. 4.000.000.000,00 

Rp. 254.339.071.100,00 



• 

Sb) Belanja Langsung. 
• 
" 1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Modal 

Jurlah Belanja Langsung 

Jumiah Belanja 

Surplus / (Defisit) 

Pembiayaan ; 

a enerimaan 

b) Pengeluaran 

hurlah Pembiayaa Neto 

Sisa Lebih Perbiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 
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Rp. 42.829.680.788,00 

Rp. 185.018.730.090,00 

Rp. 194.542.438.480,00 

Rp. 422.390.849.358,00 

Rp. 676.729.920.458,00 

Rp. (51.374.920.697,00] 

Rp. 52.374.920.697,00 

Rp. 1.000.000.000,00 

Rp. 51.374.920.697,00 

Rp. 0,00 
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Pasal 2 

/ ,  jingkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 
,, 

as 
ice$ 

tit . Pasal 3 
, .. 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasad 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota inf 

Pasal 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan iebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, 

Pasal 6 

Belanja Tanggap Darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya 
keamanan dan ketertiban rasyarakat, menggunakan Belanja 'Tidak Terduga 

Pasal 7 

Daftar Nara Penerima, Alarat Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan IV dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikota ini 
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E Pasal 8 
«kt 
eraturan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

{tiger setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita 

Daerah Kota Tual. 

i t  
Ditetapkan di Tual 
pada tanggal 31 Desember 2016 

Diundangkan di Tual 

pada tanggal 31 Dcsember 2016 

H KOTA TUAL, 

TA TUAL TAHUN 20I6 NOMOR 226 
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